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ABSTRAK

Catatan:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 dan Pasal 132, UU Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana beberapa
kali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang—Undang. bahwa untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 30 dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Perlu Menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pedoman Teknis
Pendaftaran Pemantau, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utaraini UU Nomor
23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96. UU
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82). UU Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terkahir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan
kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan perturan
pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 5898). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2008. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang :
Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau, Survei Atau Jajak Pendapat dan Penghitungan
Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun
2020.
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